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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Latar belakang terjadinya sengeketa di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-
Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku adalah batas tanah ulayat
yang tidak jelas, pertambahan penduduk, rendahnya tingkat kesadaran akan
hukum adat, penyerobotan tanah akibat pelonjatan pembangunan daerah, dan
melunturnya nilai budaya.

2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-
Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku adalah peran Raja (Rat)
sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang
sedang terjadi dengan melakukan peradilan adat atau duduk adat.

3. Hambatan-hambatan yanag ada di dalam proses penyelesaian sengketa tanah
ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-
Provinsi Maluku adalah faktor internal yang disebabkan oleh Temperamen,
tingakat pendidikan, ketidakjelasan batas tanah ulayat. selain itu faktor
eksternal yang menghambat proses penyelesian sengketa yakni adanya pihak
ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan yakni keluarga dari masyarkat hukum
adat yang ikut campur tangan yang terkadang mempengaruhi salah satu pihak

yang bersengketa
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3.2. Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah:

1. Untuk menghindari terjadinya sengketa, maka Ketua adat dalam hal ini
Raja (Rat) dan seluruh masyarakat hukum adat perlu membuat atau
menetapkan patokan yang jelas untuk menentukan batas-batas tanah ulayat
agar menghidari sengketa yang akan terjadi.

2. Aparat keamanan Desa (Ohoi) lebih bertindak dalam penyelesaian
sengketa tanah ulayat, dimana hukum adat Larwul Ngabal yang
didalamnya terdapat sanksi-sanksi untuk pelanggaran adat lebih ditegakan,
agar memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melanggar aturan
adat yang ada.

3. Penyuluhan kepada seluruh masyarakat hukum adat akan budaya dan adat-
istiadat dan hukum Larwul Ngabal oleh ketua-ketua adat agar tetap
menjadi dasar untuk menjalankan kehidupan sosial.

4. Pemerintah lebih menghargai hak-hak dari masyarakat hukum adat yang
telah diatur dan diakui di dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya,
selain itu pemerintah juga harus menghormati proses perizinan yang
terdapat ada di dalam hukum Larwul Ngabal. Hal ini bertujuan agar
tercipta ketertiban dan kedamaian antar pemerintah dan seluruh

masyarakat hukum adat.
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